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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

OLEH

NOMOR 68/PMK.010/2021
TENTANG

UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA

INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI

e CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
telah berdampak pada produktivitas sektor industri
tertentu, ketersediaan bahan baku industri di dalam
negeri, penyerapan tenaga kerja, yang berakibat pada
menurunnya pertumbuhan ekonomi dan penerimaan
negara, serta stabilitas ekonomi;

bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui
peningkatan produktivitas sektor industri tertentu,
menjamin ketersediaan bahan baku industri di dalam
negeri, dan penyerapan tenaga kerja, guna meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan
stabilitas ekonomi, perlu memberikan insentif fiskal
berupa bea masuk ditanggung Pemerintah kepada
industri tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19);
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Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang, Menteri Keuangan
diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut
kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan
Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh
Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara
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10.

11.

12.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17795)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1775);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020
tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020
tentang tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA 999.08)(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1420) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang
Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
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Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA
OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya
disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang
yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan.

Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya
disebut Industri Sektor Tertentu adalah industri yang
terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan
kebijakan Pembina Sektor Industri.

Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan
lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu.

Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah
jadi, dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang
dan/atau komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang
untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Belanja Subsidi BM DTP adalah alokasi anggaran belanja
subsidi BM DTP dalam rangka penanganan pandemi

Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk
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